
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1003, 2016 KEMENKEU. Keluaran. TA 2017. Standar Biaya.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106/PMK.02/2016

TENTANG

STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya,

Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang

Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, D dan

Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja D dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun

Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
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Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5178);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013

tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya,

dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang

Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan

Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR

BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan

untuk menghasilkan keluaran (output)/sub keluaran

(sub output).

Pasal 2

(1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 meliputi:

a. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk

beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga.

b. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu

kementerian negara/lembaga tertentu.

(2) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk

beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Sub Keluaran (Sub Output) Perencanaan,

Pemeriksaan, Pendidikan, dan Pelatihan; dan

b. Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian.
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Pasal 3

Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya

Keluaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran

kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2017;

b. referensi penyusunan prakiraan maju;

c. bahan penghitungan pagu indikatif kementerian

negara/lembaga Tahun Anggaran 2018; dan/atau

d. referensi penyusunan Standar Biaya Keluaran untuk

keluaran (output)/sub keluaran (sub output) sejenis pada

kementerian negara/lembaga yang berbeda.

Pasal 4

(1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya

Keluaran berfungsi sebagai estimasi.

(2) Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat

dilampaui, antara lain karena perubahan komponen

tahapan dan/atau penggunaan satuan biaya yang

dipengaruhi harga pasar.

(3) Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dikecualikan bagi pelaksanaan anggaran

Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran (Sub Output)

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

huruf b.

(4) Besaran biaya yang dapat dilampaui sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

a. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

b. ketersediaan alokasi anggaran; dan

c. prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.

(5) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memerlukan revisi anggaran,

pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam
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Peraturan Menteri Keuangan mengenai revisi anggaran.

Pasal 5

(1) Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan

satuan biaya untuk Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b

didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian

dan/atau reviewer;

(2) Pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau

reviewer, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian

sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah

ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.

Pasal 6

(1) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk

beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu

kementerian negara/lembaga tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Kementerian negara/lembaga bertanggungjawab atas

penggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran

2017 dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017

dan memprioritaskan pengalokasian anggarannya.
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(2) Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Keluaran

Tahun Anggaran 2017 dilakukan oleh Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian

Negara/Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juni 2016

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -6-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-7-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -8-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-9-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -10-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-11-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -12-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-13-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -14-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-15-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -16-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-17-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -18-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-19-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -20-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-21-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -22-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-23-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -24-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-25-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -26-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-27-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -28-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-29-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -30-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-31-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -32-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-33-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -34-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-35-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -36-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-37-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -38-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-39-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -40-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-41-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -42-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-43-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -44-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-45-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -46-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-47-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -48-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-49-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -50-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-51-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -52-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-53-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -54-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-55-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -56-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-57-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -58-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-59-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -60-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-61-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -62-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-63-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -64-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-65-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -66-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-67-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -68-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-69-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -70-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-71-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -72-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-73-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -74-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-75-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -76-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-77-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -78-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-79-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -80-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-81-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -82-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-83-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -84-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-85-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -86-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-87-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -88-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-89-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -90-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-91-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -92-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-93-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -94-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-95-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -96-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-97-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -98-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-99-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -100-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-101-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -102-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-103-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -104-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-105-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -106-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-107-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -108-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-109-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -110-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-111-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -112-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-113-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -114-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-115-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -116-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-117-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -118-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-119-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -120-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-121-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -122-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-123-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -124-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-125-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -126-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-127-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -128-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003
-129-

www.peraturan.go.id



2016, No.1003 -130-

www.peraturan.go.id


